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A. Pendahuluan 

Pemberian remisi telah diatur oleh 

Undang-Undang, dalam memperoleh 

remisi narapidana harus memenuhi 

beberapa persyaratan yang pada intinya 

mentaati peraturan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan dan berkelakuan baik 

dan telah menjalani hukuman lebih dari 

enam bulan, agar dapat memperoleh 

remisi selama dalam Lembaga 

Permasyarakatan. 

Pemberian remisi bagi narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam 

beberapa Peraturan Perundang-undangan 

antara lain: Undang-Undang No. 12. 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 

tentang Remisi, serta Peraturan 

Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Dengan adanya berbagai 

peraturan tersebut, diharapkan pemerintah 

selalu memperhatikan dan 

mempertimbangkan dengan benar dalam 

memutuskan pemberian remisi, serta 

harus mengikuti aturan-aturan yang telah 

diatur oleh perundang-undangan yang 

ada. 

Dalam pemberian remisi, pihak 

yang berwenang tentunya mengetahui 

perilaku atau perbuatan narapidana 

selama menjalani pidana sebagai acuan 

pemberian remisi yang sesuai dengan 

perilaku dan tindakan selama berada di 

Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan 

pemidanaan itu sendiri. Namun 

kenyataannya Peraturan Pemerintah 

tentang pemberian remisi belum berjalan 

secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari 

banyaknya narapidana yang telah bebas 

dan kemudian mengulangi melakukan 

tindak kriminal baru kembali, pada hal  

aksud dari pidana penjara bagi terpidana 

adalah supaya mereka tidak mengulangi 
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kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. 
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perbuatannya lagi.
1
  dengan pidana itu 

dapat dilakukan pembinaan sedemikian 

rupa sehingga setelah terpidana selesai 

menjalani pidananya, diharapkan akan 

menjadi orang yang lebih baik. Untuk 

pelaksanaan pembinaan tersebut 

diperlukan waktu yang cukup, selain itu 

program pembinaan dan metode 

pembinaan yang ada akan tergantung 

pada waktu yang tersedia, sehinga akan 

mempengaruhi hasil dari pembinaan. 

Namun waktu yang singkat dalam pidana 

jangka pendek akan menghambat 

pencapaian tujuan tersebut. 
2
 

 

B. Pengertian Remisi 

Kata remisi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu remission. Re yang berarti 

kembali dan mission yang berarti 

mengirim, mengutus. Remisi diartikan 

pengampunan atau pengurangan 

hukuman. Dari pengertian tersebut, 

Remisi merupakan kata serapan yang 

diambil dari bahasa asing yang kemudian 

digunakan dalam pengistilahan hukum di 

Indonesia.  

Remisi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah pengurangan 

hukuman yang diberikan kepada orang 

yang terhukum.
3
  Senada denghan 

pengertian tersebut Muhammad & Jimmy 

Marwan Remisi adalah pengurangan 

masa hukuman yang diberikan kepada 

orang terpidana.
4
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Selain itu menurut kamus hukum 

karya Soedarsono, remisi mempunyai arti 

pengampunan hukuman yang diberikan 

kepada seseorang yang dijatuhi hukuman 

pidana.
5
 Andi Hamzah memberikan 

pengertian Remisi adalah sebagai suatu 

pembebasan untuk seluruhnya atau 

sebagian atau dari hukuman seumur 

hidup menjadi hukuman terbatas yang 

diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
6
 

Dalam istilah Arab memang tidak 

dijumpai pengertian yang pasti mengenai 

kata remisi, tetapi ada beberapa istilah 

yang hampir sepadan dengan makna 

remisi itu sendiri, yaitu al-Afu’ (maaf, 

ampunan), ghafar (ampunan), rukhsah 

(keringanan), syafa’at (pertolongan), 

tahfif (pengurangan). Selain itu menurut 

Sayid Sabiq memaafkan disebut juga 

dengan Al-Qawdu’ “menggiring” atau 

memaafkan yang ada halnya dengan diyat 

atau rekonsiliasi tanpa diyat walau 

melebihinya.
7
  

Istilah yang terkait dengan remisi 

dalam hukum pidana yang sering 

digunakan dan memiliki makna hampir 

menyerupai istilah remisi adalah tahfiful 

uqubah (peringanan hukuman). Dalam 

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 

peringanan atau pengampunan hukuman 

merupakan salah satu sebab pengurungan 

(pembatalan) hukuman, baik diberikan 

oleh korban, walinya, maupun penguasa.
8
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Remisi menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia no 32 

tahun 1999 tentang syarat dan tata cara 

pelaksanaan hak warga binaan 

pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (6) 

yang menyebutkan; “Remisi adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang 

diberikan kepada nara pidana dan Anak 

Pidana yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan 

Keppres RI No 174 Tahun 1999 

tidak memberikan pengertian Remisi 

dengan jelas, Keppres ini hanya 

menyebutkan “ setiap Narapidana dan 

Anak Pidana yang menjalani pidana 

penjara sementara dan pidana kurungan 

dapat diberikan Remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalani pidana”. 

Dari pengertian diatas dapat 

ditarik kesimpulan, Remisi adalah 

pengampunan atau pengurangan masa 

hukuman kepada Narapidana atau Anak 

Pidana yang sedang menjalakan 

hukumannya sesuai dengan syarat-syarat 

yang berlaku. 

 

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi 

Dasar hukum pemberian Remisi 

sudah mengalami bebrapa kali perubahan, 

bahkan untuk tahun 1999 telah 

dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 

dan belum diterapkan kemudian dicabut 

dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. 

Remisi yang belaku dan pernah berlaku di 

Indonesia sejak jaman belanda sampai 

sekarang adalah sebagai berikut: 

1. Gouvernement Besluit tanggal 10 

agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 

13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 

26 januari 1942 No. 22: 

merupakan yang diberikan 

sebagai hadiah semata-mata pada 

hari kelahiran Sri Ratu Belanda. 

2. Keputusan Presiden nomor 156 

tanggal 19 April 1950 yang 

termuat dalam Berita Negara No. 

26 tanggal 28 April 1950 Jo. 

Peraturan Presiden RI No.1 tahun 

1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan 

Peraturan Menteri Kehakiman RI 

No.G.8/106 tanggal 10 Januari 

1947 jo. Keputusan Presiden RI 

No. 120 tahun 1955, tanggal 23 

juli 1955 tentang ampunan.  

3. Keputusan Presiden No.5 tahun 

1987 jo. Keputusan Menteri 

Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 

tahun 1987 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Presiden No.5 tahun 

1987, Keputusan Menteri 

Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 

tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 

tentang Tambahan Remisi Bagi 

Narapidana Yang Menjadi Donor 

Organ Tubuh Dan Donor Darah 

Dan Keputusan Menteri 

Kehakimanri No.03.HN.02.01 

tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 

tentang Tata Cara Permohonan 

Perubahan Pidana Penjara Seumur 

Hidup Menjadi Pidana Penjara 

Sementara Berdasarkan 

Keputusan Presiden RI N0. 5 

tahun 1987. 

4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 

1999 tentang pengurangan masa 

pidana (Remisi);  

5. Keputusan Presiden No 174 tahun 

1999 jo. Keputusan Menteri 

Hukum Dan Perundang-Undangan 

RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Presiden No. 174 

Tahun 1999, Keputusan Menteri 

Hukum Dan Perundang-Undangan 

No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 

tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Remisi Khusus.  

Ketentuan yang berlaku saat ini 

adalah ketentuan yang terbaru, yaitu 

nomor “5” ditambahkan dengan beberapa 
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ketentuan yang lain yang masih berlaku 

yaitu: 

1. Keputusan Presiden RI No 120 

Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 

tentang Ampunan Istimewa. 

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI 

No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 

Tanggal 14 Mei Tahun 1988 

Tentang Tambahan Remisi Bagi 

Narapidana Yang Menjadi Donor 

Organ Tubuh Dan Donor Darah. 

3. Keputusan Menteri Hukum dan 

Perundang-Undangan RI No. 

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 

tentang Pelaksanaan Keputusan 

Presiden No 174 Tahun 1999. 

4. Keputusan Menteri Hukum Dan 

Perundang-Undangan RI No. 

M.10.HN.02.01 Tahun 1999 

Tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Remisi Khusus. 

5. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 

Tanggal 26 Mei 2000 tentang 

Perubahan Pidana Penjara Seumur 

Hidup Menjadi Pidana Penjara 

Sementara. 

6. Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-

2586, Tanggal 14 april 1993 

tentang pengangkatan pemuka 

kerja.
 9

 

 

D. Klasifikasi dan Prosedur 

Pemberian Remisi 

Remisi menurut KeppresRI No 

174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) 

yaitu: 

1. Remisi umum yaitu Remisi yang 

diberikan pada hari peringatan 

Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 17 

Agustus 

2. Remisi khusus yaitu Remisi yang 

diberikan pada hari besar 

keagamaan  yang dianut oleh 

                                                           
9
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan 

Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2006. h.135 

Narapidana dan Anak Pidana yang 

bersangkutan, dengan ketentuan 

jika suatu agama mempunyai 

lebih dari satu hari besar 

keagamaan dalam setahun, maka 

yang dipilih adalah hari besar 

yang paling dimuliakan oleh 

penganut agama yang 

bersangkutan.  

3. Remisi tambahan yaitu Remisi 

yang diberikan apabila 

Narapidana atau Anak Pidana 

yang bersangkutan selama 

menjalani pidana berbuat jasa 

kepada negara, melakukan 

perbuatan yang bermanfaat bagi 

negara atau kemanusiaan, atau 

melakukan perbuatan yang 

membantu kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan.
 10

 

 Prosedur dalam pemberian Remisi 

1. Remisi umum 

Pemberian Remisi umum 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pada tahun pertama diberikan 

Remisi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat satu 1; 

b. Pada tahun kedua diberikan 

Remisi 3 (tiga) bulan; 

c. Pada tahun ketiga diberikan 

Remisi 4 (empat) bulan; 

d. Pada tahun keempat dan 

kelima masing-masing 

diberikan Remisi 5 (lima) 

bulan; dan 

e. Pada tahun keenam dan 

seterusnya diberikan Remisi 6 

(enam bulan) setiap tahun. 

Besarnya Remisi umum adalah: 

a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana 

dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidana selama 6 

(enam) sampai 12 (dua belas) 

bulan; dan  

                                                           
10

 Indonesia, Keputusan Presiden RI No 

174 Tahun 1999 



Analisis Hukum Pemberian… 

 

29 Volume 15, No.2, Jul  –  Des 2014, hlm. 25-34 Jurnal Darussalam  
 

b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana 

dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidana selama 12 

(duabelas) bulan atau lebih. 

2. Remisi khusus 

 Pemberian Remisi khusus 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pada tahun pertama diberikan 

Remisi sebagaimana 

dimaksudkan dalam ayat (1); 

b. Pada tahun kedua dan ketiga 

masing-masing diberikan 

Remisi 1 (satu) bulan; 

c. Pada tahun keempat dan 

kelima masing-masing 

diberikan Remisi 1 (satu) 

bulan 15 (lima belas) hari 

d. Pada tahun keenam dan 

seterusnya diberikan Remisi 2 

(dua) bulan setiap tahun. 

Besarnya Remisi khusus adalah: 

a. 15 (lima belas) hari bagi 

Narapidana dan Anak Pidana 

yang telah menjalani pidana 

selama 6. (enam) sampai 12 

(dua belas) bulan 

b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana 

dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidana selama 12 

(dua belas) bulan atau lebih.  

3. Remisi tambahan 

Besarnya Remisi tambahan 

adalah: 

a. 1/2 (satu perdua) dari Remisi 

umum yang diperoleh pada 

tahun yang bersangkutan bagi 

Narapidana dan Anak Pidana 

yang berbuat jasa kepada 

negara atau melakukan 

perbuatan yang bermanfaat 

bagi negara atau kemanusiaan 

b. 1/3 (satu pertiga) dari Remisi 

umum yang diperoleh pada 

tahun yang bersangkutan bagi 

Narapidana dan Anak Pidana 

yang telah melakukan 

perbuatan yang membantu 

kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan 

sebagai pemuka. 

 

E. Pemberian Remisi Terhadap 

Narapidana  

Pada dasarnya penjatuhan pidana 

(hukuman) bukan semata-mata pemberian 

efek jera tetapi juga sebagai bimbingan 

dan pembinaan. Hukuman terhadap 

pelanggar hukum dilaksanakan di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang 

dikenal sebagai pembinaan dalam 

lembaga, dengan tujuan agar para 

pelanggar hukum dapat menyadari 

kesalahannya dan tidak mengulangi 

perbuatannya kembali, serta dapat 

kembali ke masyarakat dan menjalani 

fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang 

yang diputus pidana penjara 

berkedudukan sebagai narapidana. Dalam 

hal ini pidana penjara seseorang 

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 

guna mendapatkan pembinaan. 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia adalah 

Lembaga Pemerintah yang mengurusi 

pelayanan kepada masyarakat. Di mana 

Kementerian Hukum Dan HAM 

membawahi Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan yang membawahi Lapas. 

Lapas merupakan bagian Pemerintah 

yang menjalankan pelayanan publik. 

Sejarah kepenjaraan yang berkembang 

dari zaman penjara sampai pada sistem 

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan 

merupakan bentuk penegakan hak asasi 

manusia yang mengutamakan pelayanan 

hukum dan pembinaan narapidana. 

Pelayanan hukum dan pembinaan 

narapidana ini merupakan suatu 

pelayanan publik Pemerintah yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Adapun hak-hak yang dimiliki 

oleh Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat 
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(1) Undang- undang No.12 tahun 1995 

yaitu:  

1. Melakukan ibadah sesuai dengan 

agama atau kepercayaannya. 

2. Mendapatkan perawatan baik 

perawatan jasmani maupun 

perawatan rohani. 

3. Mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran. 

4. Mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan makanan yang 

layak. 

5. Menyampaikan keluhan. 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan 

mengikuti siaran media masa 

lainnya yang tidak dilarang. 

7. Mendapatkan upah dan premi atas 

pekerjaan yang dilakukan. 

8. Menerima kunjungan keluarga, 

penasehat hukum, atau orang 

tertentu yang lainnya. 

9. Mendapatkan pengurangan masa 

pidana (remisi). 

10. Mendapatkan kesempatan 

berasimilasi termasuk cuti 

mengunjungi keluarga. 

11. Mendapatkan pembebasan 

bersyarat 

12. Mendapatkan cuti menjelang 

bebas dan; 

13. Mendapatkan hak- hak lain sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Bagi narapidana yang berkelakuan 

baik berhak mendapatkan pengurangan 

masa pidana (remisi) seperti terdapat 

dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 

tersebut. Remisi diberikan setelah 

seseorang telah dihukum terlebih dahulu. 

Hukuman yang dimaksud di sini yaitu 

hukuman penjara menurut PAF 

Lamintang pidana penjara adalah suatau 

pidana berupa pembatasan kebebasan 

bergerak dari seorang terpidana yang 

dilakukan dengan menutup orang tersebut 

dalam suatu lembaga pemasyarakatan.
11

 

Setiap narapidana dan anak pidana yang 

menjalani pidana penjara sementara dan 

pidana kurungan dapat diberi remisi 

apabila yang bersangkutan berkelakuan 

baik selama menjalani pidana, inilah 

setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 

ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999. 

Yang berbunyi “Setiap narapidana dan 

anak pidana yang menjalani pidana 

penjara sementara dan pidana kurungan 

dapat diberikan remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalani pidana”. Sehingga jika 

ditafsirkan maka jika narapidana atau 

anak pidana yang berkelakuan baik dapat 

menerima remisi tanpa harus dia 

meminta. Pertanyaannya apakah semudah 

itu untuk mendapatkan remisi dengan 

berkelakuan baik sedangkan berkelakuan 

baik itu tidak dijelaskan dalam Keppres 

ini. 

Remisi diberikan karena 

merupakan salah satu sarana hukum yang 

penting dalam rangka mewujudkan tujuan 

sistem pemasyarakatan, selain itu remisi 

diberikan karena negara Indonesia 

menjamin kemerdekaan tiap–tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing, termasuk setiap 

narapidana, sehingga tidak terjadi 

diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. 

Dalam rangka pelaksanaan hak-hak 

narapidana, Pemerintah memberikan 

kesempatan kepada narapidana untuk 

memperbaiki diri selama menjalani 

hukumannya sehingga diharapkan dapat 

menyesali dan ketika keluar dari penjara 

dapat diterima kembali ke tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat.  

Ada tiga jenis remisi menurut 

Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu 

remisi umum yang mana diberikan setiap 

tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi 
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kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisi 

khusus yang mana diberikan pada tiap 

hari besar keagamaan, dan yang ketiga 

yaitu remisi tambahan yang mana 

diberikan jika berbuat jasa kepada negara 

ataupun melakukan perbuatan yang 

bermanfaat bagi negara ataupun 

kemanuusiaan, selain itu juga membantu 

kegiatan pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Selanjutnya dijelaskan lagi 

tentang syarat pemberian remisi yaitu: 

1. Berbuat jasa kepada negara 

2. Berbuat yang bermanfaat bagi 

negara dan kemanusiaan. 

3. Membantu kegiataan pembinaan 

di lembaga pemasyarakatan 

sebagai pemuka. 

Dengan melihat kriteria yang 

harus dipenuhi oleh setiap narapidana 

ataupun anak pidana maka kretiria yang 

paling jelas yaitu narapidana ataupun 

anak pidana tersebut telah menjalani 

hukuman minimal enam bulan. Dengan 

demikian bagi narapidana yang dijatuhi 

hukuman di bawah enam bulan tentu 

tidak akan pernah mendapatkan remisi. 

Jika dilihat dari segi rasa keadilan bagi 

narapidana yang menjalani hukuman 

kurang mendapatkan keadilan karena 

sama-sama menjalani hukuman tetapi 

tidak mendapat remisi. 

Seharusnya ada aturan khusus 

bagi narapidana maupun anak pidana 

yang mendapat hukuman di bawah 6 

bulan seperti halnya tidak diletakkan di 

dalam penjara tetapi diletakkan di tempat 

yang memberikan pelatihan keterampilan 

seperti halnya balai latihan kerja tetapi 

tetap harus mendapat pengawasan dari 

pihak yang berwenang. 

Di dalam Keppres RI No. 174 

Tahun 1999 tidak mengkhususkan 

pemberian remisi kepada tindak pidana 

pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal 

yang terkandung dalam keppres ini 

menjelaskan remisi untuk semua tindak 

pidana umum termasuk di dalamnya 

adalah tindak pidana pembunuhan. 

Jika dilihat di dalam pasal-pasal 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal 

tentang pembunuhan, sanksi yang 

diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 

dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman 

mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 

340 KUHP) sehingga dengan demikian 

sudah jelas bahwa setiap narapidana atau 

anak pidana yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan pasti mendapat 

remisi jika dilihat dari lamanya hukuman 

yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan 

penjara asalkan dia berkelakuan baik 

selama menjalani hukumannya. 

Keputusan Menteri Hukum Dan 

Perundang-Undangan Republik Indonesia 

Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 

Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 

1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 

1 ayat 5 yang berbunyi: ” Narapidana 

yang berkelakuan baik ialah Narapidana 

yang mentaati peraturan yang berlaku dan 

tidak dikenakan tindakan disiplin yang 

dicatat dalam buku register F selama 

kurun waktu yang diperhitungkan untuk 

pemberian remisi.”
12

 

Perbuatan baik itu sendiri 

mempunyai makna yang luas, karena bisa 

saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat 

baik kepada kalapas atau sipir-sipir 

penjara yang tiap hari bersinggungan 

sehingga muncul celah untuk melakukan 

hal-hal yang curang seperti penyuapan 

kepada petugas agar ia mendapatkan 

remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan 

yang bisa disebut berkelakuan baik untuk 

benar-benar mendapat remisi. Sehingga 
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perlu adanya spesifikasi berkelakuan baik 

dan jika perlu bagi terpidana yang 

tertangkap melakukan kerja sama dengan 

petugas harus diberi sanksi berupa 

penambahan masa dan lain sebagainya 

yang dapat membuat pelajaran bagi 

narapida lainnya, termasuk penegakan 

hukum yang tegas dengan memberi 

sanksi kepada aparat yang bersangkutan 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

Dengan adanya remisi umum dan 

remisi khusus menurut Keppres RI No 

174 tahun 1999 maka terpidana bisa saja 

dalam satu tahun dimungkinkan 

mendapat dua kali remisi, ini karena 

selain berkelakuan baik remisi umum 

diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau 

hari kemerdekaan negara, dan remisi 

khusus diberikan setiap hari besar agama 

yang dianut oleh terpidana.  

Selain itu Pemerintah juga 

memberikan remisi tambahan, untuk 

mendapatkan remisi tambahan setiap 

narapidana ataupun anak pidana harus 

berbuat jasa (jasa kepada negara adalah 

jasa yang diberikan dalam perjuangan 

untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup negara), dan melakukan perbuatan 

yang bermanfaat bagi negara dan 

kemanusiaan yakni menghasilkan karya 

dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berguna untuk 

pembangunan dan kemanusiaan, atau ikut 

menanggulangi bencana alam, atau juga 

mencegah pelarian dan gangguan 

keamanan serta ketertiban di Lembaga 

Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara 

atau Cabang Rumah Tahanan Negara, 

atau juga menjadi donor organ tubuh dan 

sebagainya, serta melakukan perbuatan 

yang membantu kegiatan pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan (pekerjaan 

yang dilakukan oleh seorang Narapidana 

yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah 

Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan 

Negara). Yang mana perbuatan-perbuatan 

tersebut tidak dijelaskan secara terperinci 

di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. 

Tetapi dijelaskan di dalam Keputusan 

Menteri Hukum Dan Perundang-

Undangan Republik Indonesia Nomor: 

M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 

dan 7.   

Sedangkan syarat ketiga remisi 

tambahan menurut Keppres RI No 174 

tahun 1999, yaitu melakukan perbuatan 

yang membantu kegiatan pembinaan di 

lembaga pemasyarkatan dalam hal ini 

hanya bagi pemuka kerja yang diangkat 

oleh kepala lembaga pemasyarakatan.  

Sedangkan menurut Keppres RI 

No 174 Tahun 1999 yang berwenang 

memberikan remisi adalah Menteri 

Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan 

Keputusan Menteri Hukum Dan 

Perundang-Undangan RI Nomor: 

M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang 

pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 

1999 Tentang Remisi pasal 2 yakni: 

1. Dalam hal pemberian remisi, 

Menteri dapat mendelegasikan 

pelaksanaannya kepada Kepala 

Kantor Wilayah. 

2. Penetapan pemberian Remisi 

seperti dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan dengan Keputusan 

Kepala Kantor Wilayah atas nama 

Menteri. 

3. Segera setelah mengeluarkan 

penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam  ayat (2), Kepala Kantor 

Wilayah wajib menyampaikan 

laporan tentang penetapan 

pengurangan masa pidana tersebut 

kepada Menteri cq. Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan.
13

 

Kewenangan yang diberikan 

kepada otoritas birokrasi dimungkin akan 

membuka celah untuk melakukan hal-hal 

yang tak sepatutnya dilakukan baik oleh 
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narapidana maupun oleh pemegang 

otoritas tersebut untuk melakukan suatu 

kerja sama yang tidak terpuji dan 

memungkinkan untuk membuka pintu 

bagi pelanggaran hukum lain untuk 

memperoleh remisi tersebut.  

 

F. Penutup 

Narapidana yang berkelakuan baik 

berhak mendapatkan pengurangan masa 

pidana (remisi) seperti terdapat dalam 

ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995. 

Demikian pula pada pasal 1 ayat (1) 

Keppres RI. No 174 tahun 1999 

dikatakan bahwa setiap narapidana dan 

anak pidana yang menjalani pidana 

penjara sementara dan pidana kurungan 

dapat diberi remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalani pidana. 

Dalam Keppres RI No 174 tahun 

1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan 

bahwa “setiap narapidana dan anak 

pidana yang menjalani pidana penjara 

sementara dan pidana kurungan dapat 

diberikan remisi apabila yang 

bersangkutan berkelakuan baik selama 

menjalani pidana”. 

Pemberian remisi kepada 

narapidana harus betul-betul 

mencerminkan rasa keadilan bukan justru 

sebaliknya. Oleh karenanya pemberian 

remisi tersebut harus betul-betul sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan 

dengan mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat serta dibawah pengawasan 

dan penilaian yang objektif. 

Pemberian remisi bagi narapidana 

yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana terorisme, narkotika dan 

psikotropika, korupsi dan kejahatan 

terhadap keamanan negara serta kejahatan 

terhadap hak asasi manusia yang berat 

perlu disesuaikan dengan dinamika dan 

rasa keadilan masyarakat. 
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